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ABSTRAK

Pemulihan aset negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO menandai
pencapaian signifikan dalam penegakan hukum Indonesia, dengan dampak strategis terhadap
pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pemulihan aset negara dalam perkara tindak pidana korupsi
pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang mencapai nilai Rp13,25 triliun.
Acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada 20
Oktober 2025, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer
dari dokumentasi resmi Kementerian Pertahanan dan data sekunder dari berbagai media nasional. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemulihan aset ini merupakan pencapaian bersejarah dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia. Dana yang berhasil diselamatkan setara dengan biaya renovasi
lebih dari 8.000 sekolah atau pembangunan 600 kampung nelayan modern yang berdampak pada
peningkatan kualitas hidup 5 juta rakyat Indonesia. Kehadiran Menteri Pertahanan dalam momentum ini
merefleksikan sinergi antarsektor pemerintahan dalam penegakan kedaulatan ekonomi dan
pengamanan kekayaan negara. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegak hukum bertindak
dengan hati nurani, membela yang lemah, dan tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum.
Meski demikian, masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp4,4 triliun kepada dua korporasi yang akan terus
diupayakan penagihannya oleh Kejaksaan Agung. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur
pemulihan aset korupsi dan implementasi asset recovery dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
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PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Dalam
konteks tindak pidana korupsi, pemulihan aset negara (asset recovery) menjadi instrumen krusial untuk
mengembalikan kerugian finansial yang dialami negara5. Perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan



turunannya mencerminkan kompleksitas kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi besar dengan kerugian
negara yang sangat masif.

Pada 20 Oktober 2025, Kejaksaan Agung RI menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai
Rp13.255.244.538.149 kepada Menteri Keuangan RI6. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo
Subianto yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Acara bersejarah ini menandai keberhasilan
luar biasa dalam upaya pemulihan aset negara dari tindak pidana korupsi sektor perdagangan komoditas
strategis.

Kehadiran Menteri Pertahanan dalam acara penyerahan aset ini bukan sekadar formalitas protokoler. Ia
merepresentasikan komitmen sektor pertahanan dalam mendukung penegakan kedaulatan ekonomi dan
pengamanan kekayaan negara6. Sinergi lintas sektor ini penting. Dana Rp13,25 triliun yang berhasil diselamatkan
memiliki potensi transformatif bagi pembangunan nasional, khususnya sektor pendidikan dan kesejahteraan
masyarakat pesisir.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pemulihan Aset dalam Kasus Korupsi CPO
Perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO melibatkan skema kompleks yang merugikan

perekonomian negara. Kejaksaan Agung berhasil melakukan penyitaan dan pemulihan aset melalui mekanisme
uang pengganti (substitute asset) yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia7. Proses ini memerlukan
investigasi mendalam, pelacakan aset, dan koordinasi intensif dengan berbagai instansi.

Jaksa Agung RI menyerahkan Berita Acara beserta uang pengganti secara simbolis kepada Menteri Keuangan RI
di hadapan tumpukan uang fisik setinggi 2 meter8. Visualisasi dramatis ini mencerminkan besarnya nilai yang
berhasil diselamatkan. Total nilai Rp13,25 triliun merupakan capaian tertinggi dalam sejarah pemulihan aset
korupsi di Indonesia.

Tahapan Pemulihan Deskripsi
Penyidikan Identifikasi skema korupsi fasilitas ekspor CPO
Penuntutan Pembuktian kerugian negara dan pelaku
Putusan Pengadilan Penetapan kewajiban uang pengganti
Eksekusi Penyitaan aset dan konversi nilai
Penyerahan Transfer aset ke Kementerian Keuangan
Alokasi Perencanaan penggunaan untuk pembangunan
Monitoring Penagihan sisa kewajiban korporasi

Implikasi Strategis bagi Pembangunan Nasional
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan dampak signifikan dana Rp13,25 triliun bagi

pembangunan nasional. Beliau mengibaratkan dana tersebut setara dengan biaya meremajakan dan merenovasi
lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia6. Perhitungan ini menunjukkan potensi transformatif dalam sektor
pendidikan.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan dana dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan modern dengan
fasilitas layak6. Infrastruktur nelayan ini secara total dapat meningkatkan kualitas hidup sekitar 5 juta rakyat
Indonesia. Program pembangunan kampung nelayan modern mencakup fasilitas dermaga, cold storage, unit
pengolahan ikan, serta sarana pendukung ekonomi maritim. Dampaknya sangat luas.

Pesan Moral dan Penegakan Hukum Berkeadilan
Dalam momentum penyerahan aset, Presiden Prabowo menyampaikan pesan moral yang kuat kepada para

penegak hukum. Beliau meminta mereka untuk selalu bertindak dengan hati nurani, membela yang lemah, dan
tidak bersikap "tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah"6. Pesan ini menegaskan prinsip keadilan yang tidak
diskriminatif dalam penegakan hukum.

Apresiasi tinggi Presiden kepada Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberanian dalam memberantas korupsi
dan manipulasi menunjukkan komitmen kepemimpinan nasional6. Dukungan politik di level tertinggi ini esensial



untuk keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi. Anggota DPR RI pun mengingatkan Kejaksaan Agung untuk
tidak berpuas diri dengan capaian ini9.

Tantangan Lanjutan: Penagihan Sisa Aset
Meski telah menyerahkan Rp13,25 triliun, masih terdapat sisa tagihan uang pengganti senilai Rp4,4 triliun yang

belum dibayarkan oleh dua korporasi10. Kejaksaan Agung akan memberikan batas waktu kepada Permata Hijau
Group dan Musim Mas Group untuk melunasi kewajiban mereka11. Penagihan ini memerlukan strategi hukum
yang cermat mengingat kompleksitas struktur korporasi.

Proses penagihan sisa aset menjadi ujian konsistensi penegakan hukum. Kejaksaan Agung harus memastikan
tidak ada kompromi dalam penyelesaian kewajiban uang pengganti. Mekanisme paksa seperti penyitaan aset
tambahan atau eksekusi jaminan korporasi dapat menjadi opsi jika pembayaran sukarela tidak terealisasi.
Keberhasilan menagih Rp4,4 triliun akan melengkapi pemulihan aset secara total.

KESIMPULAN

Penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO
merupakan pencapaian monumental dalam sejarah pemulihan aset di Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo
Subianto yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mencerminkan soliditas dan komitmen tinggi
pemerintah dalam penegakan hukum dan pengamanan kekayaan negara. Dana yang berhasil diselamatkan
memiliki potensi strategis untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir,
dengan estimasi dampak langsung bagi 5 juta rakyat Indonesia.

Pesan moral Presiden kepada penegak hukum untuk bertindak dengan hati nurani dan tidak diskriminatif
menegaskan prinsip keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi. Namun, tantangan penagihan sisa aset
Rp4,4 triliun dari dua korporasi menunjukkan bahwa upaya pemulihan aset harus berlanjut dengan konsistensi dan
ketegasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme asset recovery, peningkatan koordinasi
antarinstansi, dan pengembangan sistem monitoring alokasi dana hasil pemulihan aset untuk memastikan
manfaat optimal bagi masyarakat.
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